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Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINI"\
KIPUTLYSAN MINTIRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIO

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 73 / M.PPN / HK/ O 5 / 20 79

T[NTANG
PERLIBAHAN ATAS

KEruTUSAN MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIOn*
KXPAI/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI.

NOMOR KEP. 1 9 / M.PPN / HK/ 02 / 20 1 9
TTNTANG

PEMBENruKAN TIM PEI{YT]SUN INDIKATOR KINERJA I,]TAMA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI

MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/,
KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

bah,,va dalam rangka meningkatkan pe,ncapaian

Kementerian Petencanaan Pembangunan N

a

Perencanaan Pembangunan, perlu mengubah susunan
Tim Penyusun Indikator Kinerja Utanu Kementerian

bahwa pejabat dan pegawai yan1 n rt.anya terc
l,arnpiran Keputusan ini dian3gap mampu dan
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tuSas se

Tim Penyusun Indikator Kinerja lJtama Kementerian

Mer4SinSat : 1 llndanS- Nonlor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pe

Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Ne

Irrdonesia Tahun 20L8 Nomor 223, Tanrbahan lrm
Republik indonesia Nomor 6263;

Perafixan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2073 ten
Pelaksanaan Angg aran dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Kementerian Negaral

Petaturan Presiden Non'ror 65 Tahun 2075 tentang
P er enc anaan P emb angtnan Nasional;
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5 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2075 te

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana
dengan Peraturan Presiden Nomor 2O Tahun 2016;

Perafifian Presiden Nomor 29 Tahun 2014 te

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Reviu atas laryran Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4

tentang Or8anisasi dan Tata Kerja Kementeriarl
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Penrbang

sebagaifiana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Nasional Nomor 6 Tahun 201 7;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan N
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5
tentanS Perenc anaan, Pelaksanaan, Pelaporan,
Evaluasi Kegiatan darr Anggaran;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN MXNTTRI PERENCANAAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN

NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTU

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KEP.19,/M.PPN/HK/O2/2079 TENTANG

PEI{YT-ISUN INDIKATOR KINERJA TITAMA
PERf,NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/BADAN
PEMBANGUNAN NASIONAL.

Mengubah susunan keanggotaan Tim Penyusun Indikator Ki

Kenrenterian Perencanaan Pen.rbangunan Nasional/Badan
Pembangunan Nasional dengan susunan keanggotaan
tercantum dalan l,ampiran Keputusan ini.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pela
Penyusun IKU dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
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KETIGA Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 70

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGT'NAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd.

-za(lL
./ :21-

RR. Rita Erawati

2019



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN

NOMOR reP.73,/M.PPN,/HK,/05
TANGGAL 10 MEI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEI.{YTJSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Sekretaris Kenlenterian PPN/Sekretaris U

A. PENGARAH

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIMPELAKSANA

Ketua

Anggota

Kepala Biro Petencanaanl Organisasi dan Ta

i. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;

2. lnspektur Bidang Kinerja Ke

3. Direktur Keuangan Negara dan Analisi

4. Direktur Tata Ruang dan Pefianahan;

5. Direktur Kehutanan, Konservasi Sum

6. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan
Kerja;

7 . Direktur Kesehatan dan Gizi Masy

8. Direktur Energi, Telekomunikasi dan

9. Direktur Hukum dan Regulasi;

10. Direktur Sistem dan Prosedur
Pembangunan;

11. Direktur Pefilantauan, Evaluasi dan
Pembangunan Sektoral;

12. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM;

13. Endah Widyastuti, S. Sos, MM;

14. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP;

1 5. Maulina Hayati, SE.;

I 6. Tari Lestari, S.Si, SE, MS;

BAPPENAS

2079

Bappenas

Laksana

Moneter;

r Daya Air;

Kese mpatan

t;

Pendanaan

ngendalian

17. Santi ...



77.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

JJ.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Santi Yulianti, SIP, MM;

Miranli Triana Zulkifli, ST, MEM;

Noor Andrini Wuryandari, SH, MH;

Riya Farwati, SE, M.SE, MA;

Dr. Entos, SP, MPHM;

Dra. Sri Rahalu, M.Ed;

Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph

Jayanti Maharani, ST;

Tanti Dian Ruhama, SH, MH;

Ir. Gunarta, ME;

Mukhtiali, SE, MT;

Moehamad Nawaludin DJS., SE, M.

Meitha Ika Pratiwi, S.P, MBA;

Oktorika, SE.Ak, MM;

ASus Sutarman, SE, MAP, MIDS;

Eri Mulia, SE, ME;

lr. Erianti Puspa, MM;

Mukfi Ari Widayani, S.Sos, MSE, MAl

Asriani, S.Sos, MM;

Ikhmal Jumadi, S.Sos;

Maharani, SE;

Achmad Safari, S.Sos, MAP;

Ndaru Mukti Lestari, SIA, M.lnt.Com;

Saskiya Rahma Wardhani, SE.Ak.

D. TENAGAPENDUKUNG : 1. Mukijo,SAP;

2. Irlandi Paradizsa, S.HI;

3. Joko Santoso;

PP (Adv);

4. Pri to
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4. Prihanto Wahyu Ulonro;

5. Wido Ngesti Raharjo.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

ttd.

Salinan sesuai den3an aslinya
Kepala Biro Hukum,

/'18*./ Z---
RR. Rita Erawati


